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Latar Belakang – Umum
▪ Pemindahan IKN memasuki babak baru, tidak lagi pada 

tahap “wacana” tetapi sudah memasuki tahap
“pewujudan” dengan langkah-langkah di berbagai aspek
(legal, politis, teknis, desain dll.), terutama dengan
diajukannya RUU IKN oleh pemerintah kepada DPR…

▪ Walau tentu didasari oleh berbagai pertimbangan teknis, 
keputusan pemindahan ibukota dari Jakarta ke lokasi baru
(Kalimantan Timur) adalah keputusan politis…

▪ Paparan ini merupakan catatan kecil tentang pemindahan
ibu kota negara dari sudut pandang pemerhati
pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (bermanfaat
bagi manusia/masyarakat secara sosial-ekonomi, baik
generasi sekarang maupun masa dating, termasuk dengan
turut memelihara lingkungan alam), agar dapat
dipertimbangkan dalam penyusunan UU-IKN 



Latar Belakang –
Dunia [Juga Indonesia] Semakin Mengota

▪ Semakin besar proporsi penduduk dunia (dan Indonesia) yang tinggal di kawasan
perkotaan. 

Tingkat urbanisasi dunia: 
30% (1950) 751 juta dari 2,5 M
47% (2000) 2,8 M dari 5.9 M
56% (2020) 4,3 M dari 7.6 M
68% (2050) 6,7 M dari 9.8 M

Sumber: United Nations, World Urbanization Prospect, 
series

Tingkat urbanisasi Indonesia: 
1950: 15%  → 8,6 juta dari 57 juta
1990: 30%  → 55 juta dari 183 juta
2020: 56% → 151 juta dari 269 juta
2045: 73% → 233 juta dari 319 juta

Sumber: BPS dan Bappenas, berbagai
publikasi

▪ Proses urbanisasi (menjadi kota, baik melalui migrasi maupun reklasifikasi
penggunaan ruang) tidak bisa ditahan, tetapi bisa dikelola/diarahkan

Antara 2020 –
2045 
diperkirakan
akan ada
pertambahan
sekitar 82 juta
penduduk
perkotaan



Latar Belakang –
Urbanisasi di Indonesia Kalah Menyejahterakan

▪ Sayangnya pertambahan proporsi penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan
(“tingkat urbanisasi”) di Indonesia kalah menyejahterakan disbanding yang terjadi
di negara-negara tetangga

▪ Selama kurun waktu 1996 – 2016: 1.4%

2,7%

3%

1%

Urbanisasi

%

PDB per kapita**
=

EAP*

* Negara di East Asia and Pacific (tidak menghitung negara maju, China dan Indonesia
Sumber: Bank Dunia, 2019

▪ Mengapa? (1) urbanisasi terlalu terpusat di Pulau Jawa, (2) kota-kota kita tumbuh
lebih cepat daripada kemampuan penyediaan kebutuhan warga (tidak ada “model 
kota” yang dapat menjadi contoh bagi kota-kota Indonesia lainnya), (3) …



Latar Belakang –
Urbanisasi di Indonesia Terpusat di Pulau Jawa

Simulasi yang dibuat
oleh Center for 
Economic and 
Development Studies 
FE-UNPAD menujukkan
jika tidak ada perubahan
kebijakan yang signifikan
maka proporsi
penduduk Jawa – Luar
Jawa tidak akan banyak
berubah. Dan ini berarti
tekanan perkotaan di 
Pulau Jawa akan
semakin besar





Perubahan Paradigma yang Diharapkan
Dari “Jakarta/Jawa-Sentris” ke “Indonesia-Sentris”

▪ Pembangunan di Indonesia selama ini
terlalu “Jawa-sentris”, bahkan
“Jakarta-sentris”. Pemindahan IKN ke
lokasi di luar Jawa yang sekaligus
secara geografis berada di “tengah-
tengah” Nusantara diharapkan dapat
mengubah paradigma ini menjadi lebih
“Indonesia-sentris”…

▪ Adalah sebuah kerugian jika lahan-lahan subur di pulau Jawa berubah menjadi
menjadi lahan perkotaan akibat tekanan urbanisasi…

▪ Jakarta sudah sangat padat dan banyak masalah, dan sudah semakin tertekan oleh 
arus urbanisasi/migrasi sehingga potensi sebagai pusat bisnis/kota global sulit
berkembang optimal…



Pandangan Masyarakat [yang Mendukung]
Dari “content analysis” komentar masyarakat di berbagai media-elektronik

Tentu terdapat pandangan yang menentang maupun yang mendukung pemindahan
IKN dengan berbagai alasan. Di antara yang mendukung, terdapat harapan sebagai
berikut:

▪ Dengan diletakkannya IKN baru di Kalimantan, terkandung harapan agar perhatian
pemerintah terhadap kerusakan lingkungan alam dapat lebih besar sehingga
masalah ini teratasi.

▪ Pembangunan IKN diharapkan juga dapat menjadi contoh baik pembangunan
kota yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan 
pendekatan cerdas.

▪ Berkelanjutan dalam hal ini memiliki dimensi sosial (inklusif, menguatkan modal 
sosial, dll.), ekonomi (menyejahterakan, kondusif untuk iklim usaha, Kerjasama 
pemerintah-swasta dalam pengembangan kawasan, dll.) serta lingkungan
(pemeliharan lingkungan alam dll.)



Banyak Acuan untuk Kota/IKN yang Berkelanjutan

▪ Banyak rujukan yang bisa diacu untuk
mewujudkan kota/IKN yang berkelanjutan

▪ Salah satunya adalah yang merujuk pada 
SDGs (Sustainable Development Goals –
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dan 
NUA (New Urban Agenda – Agenda Baru
Perkotaan) yang telah dikembangkan dan 
disepakati oleh masyarakat dunia melalui
Perserikatan Bangsa-Bangsa (khususnya UN-
Habitat)

▪ Merujuk kepada SDGs, selain aspek
keberlanjutan, IKN dapat diupayakan untuk
menjadi kota yang mengedukasi, kota yang 
menyehatkan dan kota yang ramah bagi
semua warga dengan berbagai kebutuhan
yang berbeda-beda



Untuk dampak positif yang optimal: 
Pewujudan IKN (dengan UU-IKN 
sebagai Langkah Awal) perlu
didampingi sebuah Kebijakan
Perkotaan Nasional

Kompas, 29 September 2021
Ini hanya ilustrasi



Catatan Penutup

▪ Pembangunan IKN yang baru di luar P. Jawa memang “justified” bagi
pembangunan (perkotaan) yang lebih menyejahterakan dan berkelanjutan
di masa datang.

▪ Untuk mendapatkan hasil yang baik, setiap langkah harus didasari oleh 
pertimbangan serta tahapan-tahapan teknis yang matang… Diharapkan
pertimbangan politis tidak mengorbankan pertimbangan teknis

▪ Rasa kepemilikan (“sense of ownership”) yang luas perlu dibangun
melalui proses yang lebih komunikatif dan partisipatif dan multi-pihak…

▪ Perlu kerja sama/koordinasi erat antar pemerintah (pusat-daerah), antar
sektor, antar-pemangku kepentingan (swasta, masyarakat sipil, akademisi
dll.)…


